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TENTANG
PETUNIUK PELAKSANAAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ATAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja [Instansi
Pernerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanzan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD};

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 19507;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614},
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11.

12,

13.

14

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 201 0-2025;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden MNomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan
Ukuran Keberhasilan Reformasl Birokrasi;

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Paraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Momor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 6 Tahun 2012
tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 MNomaor &).




Menstagkan

MEMUTLUISKAN:

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ATAS
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah atas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi yang rinciannya sebagaimana, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati inl.

Pasal 2

petunjuk  Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah atas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi

evaluator yang berkaitan dengan .

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang
lingkup evaluasi;

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang
digunakan dalam evaluasi;

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam
prases evaluasi; dan

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
Pasal 3

(1) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Bekasi.
(2) Ikhtisar hasil evaluasi akuntabilitas  kinerja, setiap tahun

dilaporkan kepada Bupatl dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur, paling lambat akhir bulan September.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di  Cikarang Pusat
pada tanggal :
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